BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENERBITKAN DAN/ATAU MENGGUNAKAN FAKTUR PAJAK TIDAK
BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MA Nomor 898
K/PID.SUS/2014 tentang Tindak Pidana Menerbitkan dan/atau
Menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya

Dalam Putusan MA Nomor 898 K/PID.SUS/2014 tentang tindak
pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan
transaksi sebenarnya yang dilakukan oleh Efral Sembiring Meliala (39
tahun), direktur PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang terdaftar sebagai
wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Berdasarkan pertimbangan hakim
alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah
mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar.

Hukum pajak menganut sistem hukum Ultimum Remidium maupun
kekosongan hukum dalam tindak pidana pada terdakwa tidak dapat
dibenarkan, pembayaran sejumlah uang hasil tindak pidana oleh terdakwa
sudah dipertimbangkan sebagai bagian dari pengurangan penjatuhan pidana
penjara selama 8 bulan dan denda Rp. 1.200.000.000,- subsidair 4 bulan
kurungan, modus operandi yang dilakukan terdakwa yakni dengan cara
bekerja sama menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak

berdasarkan transaksi sebenarnya.
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Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah sesuai
dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan
pasal 31 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang wewenang Mahkamah
Agung untuk menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-
undangan. Namun seharusnya judex facti dalam pengadilan Negeri
menggunakan pasal 39A Undang- Undang nomor 28 tahun 2007 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan karena terlalu ringannya hukuman
pada pasal 39 ayat (1) huruf d yang tidak sebanding dengan kerugian yang
didapat oleh Negara sehingga harus dimaksimalkan untuk menimbulkan efek
jera khususnya bagi para pelaku tindak perpajakan.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus
menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam menyelesaikan perkara pidana Nomor 898 K/PID.SUS/2014 tentang
tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak
berdasarkan transaksi sebenarnya, menjadikan pasal 39 ayat (1) huruf d
Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja: menyampaikan surat pemberitahuan
dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.”

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara,
dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling

banyak 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak
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terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Namun dalam hal ini terdapat pasal yang lebih sesuai untuk
diterapkan yakni pasal 39A Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan
faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau
bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”

Dan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,
dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak
dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,
dan/atau bukti setoran pajak.

Menurut penulis, kerugian yang dialami oleh Negara tidak sebanding
dengan hukuman yang ada di dalam putusan ini karena hukuman dipandang
terlalu ringan sehingga kurang menimbulkan rasa jera kepada pelaku dan
membuka peluang bagi wajib pajak lainnya untuk melakukan tindak pidana

perpajakan.
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B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan MA nomor 898
K/Pid.Sus/2014 tentang Tindak Pidana Menerbitkan dan/atau Menggunakan
Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III
bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 8 bulan penjara dan
denda Rp. 1.200.000...000,- dijerat dengan pasal 39 ayat (1) huruf d yang
berbunyi:

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
mengatur tentang ketentuan tindak pidana pajak dalam pasal 38 sampai pasal
43, Ketentuan hukum pidana perpajakan ini merupakan suatu upaya dalam
rangka menegakkan peraturan hukum agar dipatuhi dan ditaati masyarakat
dan bertujuan agar para wajib pajak tidak menghindar ataupun memalsukan
pembayaran pajak, sehingga dana dari pajak tersebut menjadi sumber
keuangan yang akan lebih maksimal dan lebih mensejahterakan masyarakat.

Maka siapa saja yang dengan sengaja menghindar atau memanipulasi
pembayaran pajak maka akan dijatuhi sanksi hukuman. Dalam hal ini bila
ditinjau sari segi hukum Islam, bahwa orang Islam dituntut untuk
merealisasikan kemaslahatan umum dalam kehidupannya dan sesama
manusia tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara maka pemerintah membuat aturan dan dapat menjatuhkan
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sanksi, serta sebagai rakyat yang taat pada hukum harus membayar pajak
untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan infrastruktur pembangunan
Negara yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan tercapainya
kesejahteraan bagi masyarakat dan Negara.

Tindak pidana pajak ini dinyatakan sebagai tindakan yang zalim
karena dampaknya merugikan rakyat dan mengancam stabilitas keuangan
Negara. Di dalam sejarah penulis tidak menemukan hukuman yang diberikan
kepada pelaku tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, penulis
hanya menemukan hukuman bagi petugas pajak yang melakukan
penyelewengan uang pajak dengan hukuman rajam', seperti hadis Rasulullah

Saw sebagai berikut:
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Akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada.
Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang supaya melemparinya dengan
batu. Sementara itu, Khalid bin Walid ikut serta melempari kepala wanita
tersebut dengan batu, tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid,
seketika itu dia mencaci maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian
Khalid, Rasulullah saw bersabda: “Tenangkanlah dirimu wahai Khalid, demi
dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah
benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang

1

Hikmawati Sultani, “Kewajiban dan Penggelapan Pajak  dalam  Hadis”,

https://seanochan.Wordpress.com/2014/10/15/kewajiban -dan  -penggelapan-pajak-dalam-hadis,
diakses tanggal “9,10,2017”.
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penarik pajak niscaya dosanya akan diampuni.” Setelah itu beliau
memerintahkan untuk menshalati jenazahnya dan menguburkannya.

Di dalam hukum pidana Islam tindak pidana perpajakan yang
dilakukan oleh terdakwa Efral Sembiring Meliala termasuk dalam jarimah
ta’zir. Dimana ta’zir berarti menolak atau mencegah. Hukuman tersebut
bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya
dan membuat yang bersangkutan menjadi jera.”

Jarimah ta’zir ini ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku
jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah
maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud
atau kafarat. Karena 7a’zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran
dan hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan yang kesemuanya
diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dalam memutuskan jenis dan
ukuran sanksi #a’zir, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti
karena menyangkut kemaslahatan umum.’

Tindak pidana perpajakan ini dalam hukum pidana Islam termasuk
dalam jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah, yang dimaksud
dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu
yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Hukuman ¢a’zir boleh dan harus

ditetapkan dengan tuntutan kemaslahatan, hal ini sejalan dengan kaidah:*

* Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung CV. Pustaka Setia 2000), 140.
¥ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah..., 136-140.
* A.. Djazuli, Figh Jinayah...,166.
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Artinya: “7Ta ziritu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”

Hakim dalam hal ini ulil amri diberi kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman bagi pelaku jarimah fa’zir Pada dasarnya hukuman ta’zir tidak
memiliki batasan hukuman. Seperti halnya tidak ada batasan dalam
perbuatan kriminal dan bentuk hukumannya, begitu juga tidak semua
perbuatan maksiat termasuk pada hukuman had dan gishas pada hukum
Islam. Maka diperlukan ijtihad seorang hakim dalam menetapkan suatu
hukuman ¢a’zir dengan melihat kemaslahatan umum serta bentuk penjagaan
terhadap dasar-dasar hukum Islam pada hukuman yang dijatuhkan terhadap
seorang pelaku. Pertimbangan hakim yang ditinjau dari hukum pidana Islam
sudah benar yaitu terdakwa dikenai hukuman kurungan atau dipenjarakan
yang dijelaskan dalam jarimah ta’zir.

Hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan
tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak
berdasarkan transaksi sebenarnya dihukum dengan hukuman paling singkat 2
tahun seperti yang terdapat di dalam pasal 39 A Undang-Undang Nomor 28

tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat
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dibenarkan oleh Islam, sebab ketentuan hukum tersebut ditetapkan oleh
pemerintah yang memandang atas kemaslahatan masyarakat dan membuat
efek jera bagi pelaku.

PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera memiliki pajak terhutang sebesar
Rp. 3.116.569.605,- (tiga miliar seratus enam belas juta lima ratus enam
puluh Sembilan ribu enam ratus lima rupiah) namun pelaku dalam kasus ini
dikenakan sanksi denda hanya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua
ratus juta rupiah), sanksi ini tidak sesuai dengan pasal 39A Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
karena di dalam pasal ini sanksi denda dikenakan paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah pajak dalam faktur pajak.

Adapun dasar hukum penjatuhan hukuman denda ini sesuai dengan

sabda Rasulullah Saw:’

(CE- ) W e -5 122y 25 059

“Dan barangsiapa yang membawa sesuatu keluar maka atasnya denda
sebanyak dua kalinya beserta hukuman.”

Berdasarkan hadis di atas, maka Islam memberlakukan hukuman

denda dua kali lipat jumlah pajak yang terhutang, bahkan boleh lebih jika

> Bakhtiar Arif Makmun, “Tinjauan Hukum Pidana Islam..., 84.
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Negara sangat dirugikan, karena hukuman fa’zir ini kembali kepada
kemaslahatan yang dipandang perlu oleh pemerintah.

Penerapan hukuman ¢a’zir pada tindak pidana perpajakan pada
putusan MA nomor 898 K/PID.SUS/2014 dirasa sesuai jika diterapkan dalam
konteks pidana Islam, karena fa’zir merupakan hukuman yang dijatuhkan
ringan beratnya ditentukan oleh ulil amri dalam hal ini hakim. Hal ini sesuai
dengan putusan ini dengan keterangan saksi, dan alat bukti yang ada serta

fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.



